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- BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

e - NOMOR 96TAHUN 2017

TENTAN G

 PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING

. DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

~ 'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

s . s

-"v“Ménimbang 1 oa. bahwa dalam rangka memngkatkan pengawasan dan

-

. pengendalian terhadap ‘pembayaran Pajak Daerah oleh
” wajib pajak maka perlu adanyéi ‘suatu sistem secara daring
'-,‘unt_uk memperoleh data transaksi usaha Wajib Pajak;

. B "~ 'b. bahwa ‘berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

| : o huruf a, perlu fnenetapkan Peraturan’ ‘Bupati."tent‘ahg
Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara‘Daring

Dalam Rangka Pengawasan Pefnbayarén'Pajak Daerah;

~ Mengingat : 1. Undang-Undang }Nornor 13~ Tahun 1950 'tehtang

Pembentukan Daerah- daerah da!am ngkungan Provinsi
~Jawa Tengah; | " |
2. | Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
- Umum Tata Cara Perpa;akan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
_' Negara Repubhk Indonesxa Nomor '3262) sebagaimana
~telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
| 'Undang Nomor 16 Tahun- 2009 tentang Penetapan
’ Peraturan Pemermtah Pengganu Undang-Undang Nomor 5
: Tahun 2008 tentang Perubahan Kcempat atas Undang-
: Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
‘Dan- Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



g -62 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor 4999); | ‘
. Undang—Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhan
" Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Repubhk
:Indones;a Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia - Nomor 3686) sebagalmana |
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun |
- 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 19
a Tahun 1997 tentang Penaglhan PaJak Dengan Surat Paksa
| (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2000 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a IR

~ Nomor 3987); | |
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

'-Pengadllan PaJak (Lembaran Negara Republlk Indonesxa o

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonema Nomor 4189); _ Coe

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesi'é‘Tahun__2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia :N‘omor' 5049);

.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonema Nomor
-5234); : L

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ténfang
k Pemerintéhan " Daerah (Lembaran Negara Repubhk
AvIndonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘» Negara Republik Indoncsm Nomor 5587) sebagalmana
telah diubah beberapa kah terakhlr dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
‘(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 Nomor.
- 08, Tambahan Lembaranv Negara, Republik Indopesm

" Nomor 5679);



8 Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk |
Indone31a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesxa Nomor 4578);
9. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
~Jenis Pajak Daerah Yang Dlpungut Berdasarkan
~ Penetapan Kepala Daerah Atau leayar Sendm Oleh Wa_ub
s -Pajak (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2010
| ‘Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republlk ’
Indonema Nomor 5179), , _— |
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4. ,v
" Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah :
' Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4) '
- | 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5
‘Tahun 2010 ‘tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar 'I‘ahun 2010 Nomor 5), ‘
12, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
'- i“vTahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran vDaerah ”
- Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6);
13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 |
Tahun 2010 tentang Pajak Parklr (Lernbaran Daerah_
-} Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13) '

_ MEMUTUSKAN _
Menetapkaﬁ : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM

INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING DALAM»

- ' RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH »

~ BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl 1n1 yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemenntah Daerah adalah - Bupatl sebagai unsur'

| penyelenggara Pemermtahan Daerah yang memimpin



. kewenangan daerah otonOm . R

Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar o

. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dxsmgkat YBKD"_: _
_v;..adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Yangf:'
}"menyelengga"akan fungsi pelayanan pajak Daerah.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten‘g“;,‘
: ;.1Karangan},ar b ‘, R o - ‘, |
.{‘Pajak Daerah yang selan_]utnya d1sebut Pajak adalahiﬂ-‘:f-"‘
kontmbum Wajlb Pa_;ak kepada Daerah yang terutang oleh - . -
orang pr1bad1 atau badan yang ber51fat memaksaf’_
berdasarkan }’.3_' Undang Undang, | dengan f:,.: udak.}j:"'“"**-7
mendapatkan 1mbalan secara langsung dan dlgunakan o
,untuk keperluan Daerah bagl sebvesar‘be_sarnya E
_:;kernakmuran rakyat e SR SO R
Wa,llb Pa_;ak adalah orang pr1bad1 atau badan, mehpuu j‘, X o ‘.
' 'pembayar Pajak pemotong Pajak dan pemungut PaJak :
) yang mempunyal hak dan kewaijan perpajakan sesual -
'i’dengan ketentuan f- per}aturan pemndang-undangan e | ;
»;'.perpajakan Daerah T o
._.-SUbJCk Pajak adaiah orang prlbadl atau badan yang
,‘Fdapat dlkenakan Pajak o S L :
Slstem Informa31 Pajak Daerah Secara Darmg adalah
‘snstern momtormg data transaksn Wa_]lb Pajak yangv.‘:
: dlkelola oleh BKD dan terhubung dengan perangkat dan

o 81stem transakm usaha Wajlb Pajak dengan secara darmg._‘f: o

serta termtegrasx

| 1';0’-1'

pengenaan PaJak R

Data Transaks1 adalah data/ dokumen sebagm bUktl“.i '
o transakm pernbayaran dar1 konsumen/Subjek Pajak“j‘;:_-;‘_
o kepada pengusaha dan/atau data yang dapat dlgunakan

sebagal data lain yang dapat dlgunakan sebaga1 dasar‘"»%ivf’?




BABUI
MAKSUD DAN 'I‘UJUAN

, v Pasal 2
© Peraturan Bupati ini dltetapkan untuk

a. menmgkatkan pengawasan dan pengendallan terhadap :

pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak dan _
 b. memberikan_ pedoman - pelaksanaan Sistem Infor'r'xiasvi"}v
| Pajak Daerah Secara Da'ring di Daerah.

BAB III
SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING

Bagxan Kesatu

Sarana Perangkat dan Slstem InformaSI |

Pasal 3

(1) Bupati melalui BKD berwenang menghubungkan o B

perangkat dan sistem 1nforma31 transaksi usaha yang o
dimiliki Wajib Pajak d‘engar} Sistem Informasi Pajak
Daerah Secara Daring. ' |

(2) Perangkat dan sistem . mformasx transaksi usaha yangv

d1m111k1 Wajib PaJak sebagalmana dimaksud pada ayat‘ -

(1), merupakan perangkat dan sistem informasi besaran
transaksi usaha Wa_]lb PaJak yang dlgunakan Wajib PaJak .
untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi
dari Subjek Pajak. - | v ' s
(3) Penghubungan Slstem Informasn Pajak Daerah Secara-':‘»’}
Daring sebagalmana dimaksud pada ayat (1}- berupa
pemasangan perangkat pgnghubung pada sistem
informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.

(4) Apabﬂa perangkat dan sistem informasi. transak31 usaha B
yang dimiliki Wajib Pajak sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) tidak kompatibel dengan perangkat penghubung 1
dan Slstem Informasti Pajak Daerah Secara Daring, maka."v

BKD dapat menempatkan perangkat yang kompat1be1



dengan Sistem Informa31 Pajak Daerah Secara Darm}gv: |
pada tempat usaha Wa_ub Pajak. : .
(5) Apablla Waj1b Pajak berkeberatan terhadap penempataﬁ;
perangkat sebagalmana dlmaksud pada ayat (3), maka
Wajlb Pajak dapat melakukan penyesuaxan perangkatnya
.sehmgga kompatibel dengan Sistem Informa31 Pajak -
- Daerah Secara Daring. ‘ ,
(6) Dalam hal Wa_]lb Pajak memerlukah pex‘setﬁjuan terlebih
dahulu dari pnnczpal yang berada di luar w1layah'
‘Republlk Indones1a maka dalam jangka waktu pahng
‘lama 30 (tlga' puluh) har1 ~ kalender sejak -
. dlberltahukannya pelaksanaan Sistem Informasi Pajak ”
}bDaerah Secara Daring, Wajib Pajak Wa_]lb rnembenkan :

_jawaban atas persetujuannya.

" Pasal 4

(1) Bagi Wajlb Pa_]ak yang mem111k1 sistem mformaSI

transaks1 usaha secara terpusat dan pusat sistem
'- 1nforrr;asa tersebut berada di Daerah,‘maka pelaksanaan N
Sistem ‘Infojl"masi» Pajak _Daerah Secara Daring dapat, B
.dilakukan oleh BKD pada pusat sistem informasi

transaksi usaha.

- (2) Apabila puSat sistem info'rniasi' “ transaksi usaha -

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berada di luar .

Daerah, maka pelaksanaan Sistem ' Informasi Pa_]ak -

Daerah Secara Darlng dapat dilakukan pada masmg- .

- masing tempat usaha outlet yang ‘berada di Daerah.
(3) Apablla perangkat dan SlStem informasi pernbayaran‘ o
| sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-
tempat usaha outlet yang berada di luar Daerah, maka,v; ”
' vpclaksanaan Sistem Informa81 PaJak Daerah Secara
-Danng oleh BKD hanya mencakup perangkat dan sistem

1nforrna31 transaksi usaha yang berada di Daerah



v PasaI 5 ‘
Penentuan Wapb Pajak yang akan dlpasang Slstem’»
" Informasi Pajak Daerah Secara Darlng sebagalmana
~ dimaksud dalam pasal 3 ayat ( l)ndilakukan;secara bertaihap“ |

oleh BKD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

_ » Pasal 6 o _
(1) Wajib Pajak yang akan menambah atau mengurangi
perangkat yang tersambung dengan Sistem Informasi

Pajak Daerah Secara Darmg dapat mengajukan»

permohonan secara tertuhs kepada Bupat1 melalm kepala

' BKD. .
(2) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

.dlajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum

~ penambahan  atau pengurangan - perangkat sistem

- informasi transaksi usaha oleh Wajib Pajak.
(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak scbagaimana.
:Adimaksud pada ayat (1), kepala BKD dapat memberikan
.persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) han kerja sejak.
:surat permohonan dlterlma, dengan memperhatlkan |
a. ketersedlaan perangkat dan Sistem Informa81 Pajakf
| Daerah Secara Darmg dalam tahun berkenaan dan
b. pemcrlksaan terhadap perangkat dan Sistem lnformasv‘iv
” Pajak‘ Daerah : Seéara' vDarin:g yang dimohonkan"
pengurangan. o o S B
» (4)}}For‘mat:’Permohonan sebagaimana dimaksud pada a:yat"v
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

, - Pasal 7 L

, (l)v,Waj_ib ‘Pajak ‘:_dapat mengajukan peffnohor_;an secara
tertulis penghentian penggunaan Sistem Infofmasi Pajak :

. Daerah Secara Daring kepada Bupatl melalul kepala
BKD, apablla } ' '

“a. dihentikan usahanya, ,

b. pailit dan /atau bermaksud menghentlkan usaha, atau '

c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.



: “”*.“";‘1:(2) Permohonan penghentlan penggunaan Slstem Informasr:?fi

o ,Pajak Daerah Secara Darmg untuk Wa_ub PaJak palhtv'::i_

."’,..-f,.-§'sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) huruf b, dlajukan

R ,““f,»;}';_jpal1ng lambat 2 (dua) bulan setelah putusan paxht danf o

- ,pengadllan yang mempunya1 kekuatan hukum yang tetap o )

R dlterlma oleh Wa_ub Pajak

' (3) Permohonan penghentlan penggunaan 31stem Informasziz‘:..f{ f:?“';‘: -
I Pajak Daerah secara Darlng untuk Wajlb Pajak yang{'if',‘v"'v:_:iv:.v'

B »"v_'.dlhentlkan usahanya atau bermaksud menghentlkan‘f‘ij}-V

"_usaha sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) huruf a dan”-‘f |

:'huruf b dla_]ukan pahng Iambat 2. (dua) bulan sebelum'*g

"”'b,:}}]_’usaha Wajlb Pa_]ak d1hent1kan LT e s

(4) Dalam haI pengahhan pengelolaan usaha sebagalmana B

'dlmaksud Pada aYat (1) hur'uf c tldak merubah atau.f:f‘v

:":"vfmenggantl perangkat transak31 pembayaran : Pajak. e

| '_»»Daerah Sebelumnya,b maka Perangkat dan Slstem .

“:‘_:Informasx Pajak Daerah Secara Darmg tetap terpasang R

: berdasarkan surat pemberltahuan ter_]admya pengahhanf‘ T

- pengelolaan usaha

(5) Format Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayatb

(1) tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan '

tldak terplsahkan dar1 Peraturan Bupat1 1n1

Baglan Kedua

Transaksx Pembayaran

Pasal 8

- f}‘;(l) Wajlb Pajak melakukan kewajlban pembayaran Pajak L

dengan menghltung Pa_]ak sendm wa_ub melaporkan dan_}r o

menyampalkan Data Transak31 usahanya kepada BKD

S (2) Data Transakm pembayaran PaJak Daerah sebagalmana' L

men_;adz dasar pengenaan Pajak antara laln
a Pajak Hotel _ RO _
1 pelayanan yang dlsedlakan oleh hotel denganf.

pembayaran, N




2. fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan; -

3 Jasa penun_]ang antara lam fasﬂltas telepbn';:.;fjv

fax1mﬁe teleks 1nternet fotocopy, pelayanan cu01,

setenka transporta31 dan fasmtas sejems Iamnya:f -

yang dlsedlakan atau dlkelola hotel

b Pajak Restoran Yaltu R

1 pelayanan penjualan makanan dan/ atau rmnuman_ R

yang d1konsurn31 d1 tempat pelayanan dan

L ’f':‘2 pelayanan penjualan makanan dan/ atau mmuman“’*-? -

L dlkonsumSI d1 tempat 1a1n o
“,V;:,;j(};’;-fPaJak beuran . o “
tontonan ﬁlm, . '. “ :
. pagelaran keseman, musﬂ( tar1 dan/ atau busana, | |
'.’._kontes kccant1kan binaraga dan sejerusnya, S
."’pameran, o o | -
dlSkOtlk karaoke, pub dan sejemsnya

-,},31rkus, akrobat dan sulap, _

vpermalnan bxlyard dan bowimg,

| -_"V'--i.“}ketangkasan,__‘j‘? o .

_‘f*92_.‘_,ipant1 pijat, reﬂekm mand1 uap/ spa dan pusat
s ;"‘"',kebugaran (f tnes centre), dan o

10 pertandmgan olahraga

d PaJak Parklr - , L o

l parku‘ di luar badan Jalan dan B

2 tempat pen1t1pan kendaraan bermotor

.F*pacuan kuda, kendaraan bcrmotor dan permaman . R

(3) Data TransakS1 pembayaran sebagalmana dlmaksud :v":
pada ayat (1) dapat d1ketahu1 oleh BKD dan Wa_]lb Pa_]ak; }' -

darz Slstem Inforrna51 Pajak Daerah Secara Darlng



~ BABIV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Baglan Kesatu
Hak dan Kewajlban Pernermtah Daerah
S ~ Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak untuk
A menghubungkan perangkat ‘dan - sistem transaksi
usaha yang dimiliki Wajlb Pajak dengan Sistem
Informa51 Pajak Daerah Secara Daring; dan. ' |
b. memperoleh informasi Data Transaksi yang terkait
. dengan - data pembayaran yang menjadi dasar
pengenaan Pajak sesual dengan ketentuan peraturan

— pe-rundan'g-undangan | |
(2) Pemermtah Daerah wajib untuk :

a. melakukan survei terhadap Wa_]lb Pajak sebelum
dllaksanakan Slstem Informa81 Pajak Daerah Secara '
Darmg, _ ’ " |
b menylmpaﬁ kerah‘a‘siaan setiap  Data Transaksi
o pembayaran Pajak Daefah dari Setiap Wajib Pajak; .
Sc. rhenggunakan ‘Data . Transaksi pembayaran - Pajak-
} hanya untuk ke'perluan di bidang perpajakan Déerah;
 d.menyimpan Data Transaksi pembayaran Pajak dalam -
jangka waktu pahng lama 10 (sepuluh) tahun, dan
e melakukan t1ndakan administrasi pemungutan Pajakv"v"
| atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan |

peraturan perundang undangan yang berlaku

Bag1an Kedua
Hak dan Kewajlban Wajlb Pa_;ak -
"~ Pasal 10
(l)Wa_]lb Pajak berhak o o |
- a. memperoleh dlspensaSI bémpa “pcmbebasan" dari
kewajiban melamplrkan dafa/ dokumen pada waktu

penyampaian Surat Pemberifahuah Pajak Daerah dan

kewajlban melegahsas1 nota/ bill sebagaimana dlaturb -

dalam peraturan perundang-undangan



- b memperoleh 1nforma31 data kewajlban pefpajakan ‘ }’
Daerah yang seharusnya dlbayar dam setiap transakm'”. RO

pembayaran yang terkalt dengan dasar pengenaan o

PaJak

o c memperolch keraha51aan Data Transak31 Wajib Pajak o

yang dllaksanakan secara sxstem danng dalam rangka
pengawasan pembayaran Pajak dan v
d mendapatkan Jamman pemasangan Slstern Informa31
PaJak Daerah Secara Darmg tidak mengganggu ’
' perangkat dan 31stem yang sudah terpasang pada"‘_
Wajlb Pajak ) ' i ’

(2) Wajlb Pajak Wa_]lb untuk

s a menghubungkan perangkat dan 31stem transaKSi_
- usaha yang dlmlllkl dengan Slstem Inforrnas1 Pajak o

Daerah Secara Darmg, i

o gb melakukan “input Data Transak31 pembayaran dan -

konsumen/ Subjek Pa_]ak kepada Wa_]lb Pajak sesua1

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,

o >c menJa ga perangkat dan Slstern Informa31 Pajak Daerah

Secara Darlng yang sudah terpasang, dan o

e :d melaporkan blla sxstem aphkam tldak Jalan/ rusak -

kepada BKD pahng larnbat 2 x 24 (dua kali dua puluh :';' |

empat) Jam setelah adanya kerusakan perangkat dan /

5 atau smtem yang sudah terpasang

| Baglan Ketlga S

o Larangan e

e  Pasal 11 o
(1) Waj1b PaJak dllarang, T

- a. mengubah data Slstem Informas1 Pajak Daerah Secara‘ -

Darmg, dan :

b merusak perangkat dan Slstern Informas1 PaJak Daerah:‘_}f L

Secara Darmg yang telah terpasang

(2) Apablla larangan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)‘3 -
huruf a dan huruf b tersebut dllanggar balk SengaJ a :
rnaupun tldak sengaja ; yang beraklbat teljadmya,v o

keruglan Daerah WaJ1b PaJak d1kena1 sankm sesual |



2 dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan dx B

L | b1dang pengelolaan Barang M111k Daerah

. BABV » R
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
’ Pasal 12 :

o ""(l)Setlap Wajlb Pa_;ak yang melanggar ketéht{iénf"f.:f

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a S

dan huruf b dlkenal sank31 admlnlstra31

L (2) Sank51 admlmstras1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)"{{

berupa -

a teguran tertulls E _

b pembatasan kegzatan usaha » _ _
c penghentlan sementara keglatan usaha, dan

d penutupan usaha/ pencabutan 1zm ;

2 :"j':,\(3) Pengenaan sank51 pelanggaran ketentuan sebagalmana:

.vb.'ladlrnaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dﬂakukan

| setelah adanya Berlta Acara Penolakan Pemasangan‘f}_f

S1stem Informasx Pajak Daerah secara Darmg oleh Tlm: o

-vyang d1bentuk oleh kepala BKD

(4) Pengenaan sank31 pelanggaran ketentuan sebagalmanaff

dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dllakukan '57 _‘¢-1 .;"'g','gfj’_f"

v,-f:_:_:setelah adanya Berlta Acara Pelanggaran ._ Slstem o

"".f:_v:f‘Informa& Pajak Daerah .secara Darmg oleh Tlm",

o 'f,,_f{f;.Momtorlng dan Evalua31 yang dlbentuk oleh kepala BKD :‘

- ,ﬁ"(hs):f"Pengenaan sank31 admlnxstra31 sebagalmana dlmaksud -

pada ayat (2) dllaksanakan oleh Kepala BKD atas nama;;: S

’ :f? ,:.Bupau dan berkoordlna31 dengan Perangkat Daerah

. - terkalt

(6) Format teguran tertulls sebagalmana dlmaksud pada_’;;:"_’-..; .

o ayat (2) huruf a dxtetapkan oleh kepala BKD

Pasal 13

(1) Sank31 adrmmstras1 berupa teguran tertuhs sebagalmana L

dlmaksud dalam Pasal 12 ayat. (2) huruf a, dlkenakan"ff_:

sebanyak 3 (tlga) kah secara berturut-turut masmg- S

. masmg untuk _]angka waktu 3 (tlga) han kalen der - _‘ L



(2 Wajib Pajak X yang tidak'mefaRSanakan keWajibannya
 setelah berakhlrnya Jangka Waktu teguran tertuhs ketlga,y.f
dikenakan sanksi pembatasan keg1atan usaha -
sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
(3) Sanksi administrasi berupa pembatasan keglatan usaha,
.sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dalam bentuk pembatasan operaswnal Jurnlah layanan
: atau dalam bentuk lamnya sesuai- dengan jenis obyek
Pajak. | | |
- (4) SankSI adrmmstram berupa pembatasan kegiatan usaha
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlkenakan untuk
Jangka waktu 1 (satu) bulan v S
(5) Wa_]lb PaJak yang tldak melaksanakan kcwa_ubannya ’1
setelah berakhirnya Jangka waktu pembatasan kegiatan
usaha, dikenakan sank81 penghentlan sementara'
keglatan usaha sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12
~ayat (2) huruf c. R :
(6) Sanksi admmlstrasi‘ berupa penghentian s'é'mentaré
kegxatan usaha sebagalmana dxmaksud pada ayat (5) .

dlkenakan untuk Jangka Waktu 1 (satu) bulan.

(7) Wajlb Pajak yang tldak ‘melaksanakan kewajlbannya o

setelah berakhlrnya jangka waktu penghentian
sementara kegiatan usaha dlkenakan sank31 penutupanf_ ‘
usaha/ pencabutan izin sebagaxmana dxrnaksud dalam ,‘

Pasal 12 ayat (2) huruf d '

BAB Vi |
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

(1) BKD melékukan-v, rnomtormg ‘dan. evaluasi atas

pelaksanaan S1stem Informa31 Pajak Daerah Secara '
Daring. | | | o
(2) Dalam rangka pelaksanaan momtormg dan ‘evaluasi
| sebagalrnana dimaksud pada ayat (1), kepala BKD dapat _ |
‘ membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. o

:'(3)-Ha311 mon1tor1ng dan evaluasi Sebagalmana dlmaksud

pada ayat (1) dlsampalkan kepada Bupat1



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 15
Peraturan Bupat1 ini mulaib berlaku pada tanggal
dlundangkan | i - ‘ |
Agar  setiap .‘orang mengetahuinya memerintahkan'
pengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI KARANGANYAR,
o td |

'JULIYATMONO

Diu'ndangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

 SAMSI | | B _
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAI-IUN 2017 NOMOR 96

Salman sesuai dengan ashnya
SEKRETARIAT DAERAH
GgATEN ‘KARANGANYAR

e""‘B‘ ging,




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG = PELAKSANAAN SISTEM- -
INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA
DARING DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH R

CA, Format Permohonan Menambah atau Mengurang1 Perangkat dan S:stem '

Pembayaran Pajak Daerah

KOP SURAT .
Nomor coorannee . B Karanganyar, ....... ......... L
Lampiran e o Kepada :
Perihal - Permohonan Menambah/Mengurangl Yth. BUPATI KARANGANYAR
Perangkat dan Sistem Informasi Pajak c.q. Kepala Badan Keuangari Daerah
Daerah Secara Daring o : di- . '

KARANGANYAR

~ Dengan Horrnat
' Yang bertanda tangan dlbawah ini:

‘ Nama Usaha D eeeeeen

NPWPD &
Alamat , . . .
‘ Sehubungan dengan perkembangan usaha (Hotel/Restoran/Hiburan/Parkir) kami

mohon penambahan/pengurangan perangkat Sistem Informasi PaJak Daerah Secara

Danng
Demikian permohonan ini saya sampalkan dan atas perhaUannya kami ucapkan

terima kasih,

Hormat Kami,

' (Nama WP/ Usaha)




F‘ormat Permohonan Penghentlan Penggunaan Slstem Informa31 ,Pajak’v- '

Daerah Secara Daring

- KOP SURAT |
Nomor O o o ‘ Karanganyar, ......
Lampiran Cvveemeen o o Kepadab ;o
Perihal- Permohonan Penghentian Penggunaan ' Yth. BUPATI KARANGANYAR
o ~ Sistem Informasi Pajak Daerah Secara _ . c.q-Kepala Badan Keuangén Daerah -
 Daring - o di- o o

- KARANGANYAR

: Dengé.n Hoﬁnat,
" Yang bertanda tangan dibawah ini :

. Nama Usaha
NPWPD

Alamat .

Sehubungan dengan usaha kami sedang mengalaml (pamt/tutup usaha/pindah
tempat, dll}, maka kami mohon Bupan berkenan menghentikan penggunaan Sistem
Informasi Pajak Daerah Secara Daring yang terpasang pada usaha kami.

Demikian permohonan ini saya sampalkan dan atas perhatxannya kami ucapkan

. terlma kasih.

" Hormat Kami,

{ Nama WP / Usaha) :




‘C;b Standér; 'Operasion‘all dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Sistem Infd’rmaSi Pajak daerah Secara Daring

BADAN KEUANGAN DAERAH

SOP - Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring

- KABUPATEN KARANGANYAR _
S o v S . S Mutu Baku S
No " Uraian Prosedur " Pelaksana 2 '
: Kelengkapan Waktu Out Put
1 {Survei Wajib Pajak yang akan Tim Survei dan 1 |Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 1 (satu) bulan |Daftar Wajib Pajak yang
~ |melaksanakan Sistem InformaSI Pajak Sosialisasi Sistem Informasi Pajak Daerah secara ' akan melaksanakan Sistem
L Daerah Secara Darmg Pelaksanaan Sistem Daring dalam rangka Pengawasan Informasi Pajak Daerah
' Informasi Pajak Pembayaran pajak Daerah Secara Darmg e
Daerah Secara 2 |Keputusan Kepala BKD tentarig Tim _
Danng Survei dan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem
Informasi Pajak Daerah Secara Daring
2. SO.51a11sa31 pelaksanaan §1stem Informasi Tlm. Sywe} dan. 1 Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tersosnahsasm_-?ra »
Pajak Daerah Secara Daring Sosialisasi . R pelaksanaan Sistem
» . Sistem Informasi Pajak Daerah secara S
Pelaksanaan Sistem ) . Informasi Pajak Daerah
R Daring dalam rangka Pengawasan . )
Informasi Pajak - : Secara Daring
Pembayaran pajak Daerah E
Daerah Secara :
Daring 2 |Keputusan Kepala BKD tentang Tlm
Survei dan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem| -
Informasi Pajak Daerah Secara Daring
3 |Penetapan Wajib Pajak yang akan Tim Survei dan - Berita Acara Hasil Survei Wajib Pajak -1 (satu} minggu - |Keputusan Kepala BKD
melaksanakan Sistem Informasi Pajak Sosialisasi E : ¢ ltentang Penetapan Wajib
Daerah Secara Daring Pelaksanaan Sistem Pajak yang melaksanakan
' Informasi Pajak Sistem Informasi Pajak
Daerah Secara’ daerah Secara Daring
. . : Daring , . : L
4 |Bagi perangkat dan sistem transaksi BKD Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan I(satu) bulan |Terlaksananya Sistem

" Jusaha yang kompatibel:

pemasangan perangkat penghubung
Sistem Informasi Pajak Daerah Secara

- {Daring pada perangkat dan sistem -

Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem
Informasi Pajak daerah Secara Daring

Informasi Pajak daerah

. {Secara Daring

transaksi usaha Wajib Pajak




/N

Bagi perangkat dan sistem transaksi

_jusaha yang tidak kompatibel:
" pemasangan perangkat dari BKD yang

kompatibel dengan Sistem Informasi
Pajak Daerah Secara Daring pada Wajib ™
Pajak

BKD

Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan I
Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem’ |
Informasi Pajak daerah Secara Daring l\ S

A

i

Bagi perangkat dan sistem transaksi
usaha yang tidak kompatibel:

Wajib Pajak melakukan penyesuaian -
perangkat yang kompatibel dengan
Sistem Informasi Pajak Daerah Secara
Daring

-|BKD -

Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan ! -
T

Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem * ",
Informasi Pajak daerah Secara Daring - i

I(satu) bulan

Terlaksananya Sistemn
Informasi Pajak daerah

" |Secara Daring

Terlaksananya Sistem -

|informasi Pajak daerah ’i

Secara Daring dan
penegakan Sanksi

[Administrasi

Wajib Pajak menolak pemasangan Sistem
Informasi Pajak Daerah Secara Daring -

1. BKD

2. Penegak produk g

1 Keputusan Kepala BKD tentang

Penetapan Wajib Pajak yang ~ ° ”’,i‘

melaksanakan Sistem Informa31 Pa_]akl
daerah Secara Daring . ; /
i

2 Berlta Acara Penolakan pemasangan

maksimal 2 {dua)
bulan 9 (sembilan)
hari

Terlaksananya Sistem .
Informasi Pajak daerah
Secara Daring dan
penegakan Sanksi

- {Administrasi

Sistem Informasi Pajak daerah Secara
Daring pada snstem transaksi usaha Wajib
Pajak

Laporan kerusakan Sistem Informasi PaJak
daerah Secara Danng : :

Hukum Daerah perangkat Sistem Informasi Pajak Daerah
- Secara Daring : .
Pemeliharaan perangkat penghubung BKD 1 (satu) tahun- |Terlaksananya Sistem

Informasi Pajak daerah -
Secara Daring - ‘

Monitoring Evaluasti pelaksanaan Sistem
Informasi Pajak daerah Secara Daring

Tim Monitoring dan
Evaluasi

Keputusan BKD tentang Tim Momtormg dan
EvaluaSI R

2 (dua) kali -
dalam]l (satu}
tahunf

Terlaksananya Sistem-
Informasi Pajak daerah

.|Secara Daring

~




-

- Survei Wajib Pajak yang akan
- melaksanakan Sistem Informasi
Pajak Daerah Secara Daring -

~L -

Penetapan Wajib Pajak yang akan
melaksanakan Sistem Informasi
Pajak Daerah Secara Daring

Wajib Pajak menolak -
pelaksanaan Sistem Informasi -
. Pajak Daerah Secara Daring

Wajib Pajak bersedia
.melaksanakan Sistem Informasi
' Pajak Daerah Secara Daring

Berita Acara
Penolakan
Pemasangan Sistem
Informasi Pajak

—

Daerah Secara Daring ' | -

v

Administrasi

~ Penegakan Sanksi

Laporan kerusakan
- sistem - .

4

Pemeliharaan |:>

© perangkat dari BKD

- perangkat dari BKD yang
- tidak kompatibel

- pemasangan
perangkat dari BKD
. - yang kompatibel -
. dengan . Sistem
. Informasi Pajak
‘Daerah Secara Daring
- pada Wajib Pajak

yang menolak pemasangan .

- kompatibel dengan Sistem -
Informasi Pajak Daerah
Secara Daring pada Wajib -
~ Pajak

Terlaksananya
' Sistem Informasi

Pajak Daerah -

Secara Daring -

Wajib Pajak mengganti secara '
- mandiri perangkat yang
kompatibel dengan Sistem

~Informasi Pajak Daerah Secara l
- Daring pada Wajib Pajak

1p

Monitoring Evaluasi
~ pelaksanaan Sistem
Informasi Pajak daerah
- Secara Daring

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

 JULIYATMONO

perangkat dari BKD yang |



